
Sasaran

Fase 1

Kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran di tingkat Pusat dan Prov/Kab 
lokasi SKALA mengacu pada data, khususnya data terkait kebutuhan kelompok 
rentan, yang valid, termutakhir, dan bersumber dari data yang dibagi-pakaikan

4.3
Pemerintah pusat telah melakukan uji 
coba integrasi sistem pengelolaan data 
atau uji coba bagi pakai data

4.4
Pemerintah pusat telah 
mengintegrasikan sistem pengelolaan 
data dan telah beroperasi

4.7
Pemerintah Pusat dan Pemprov/
Pemda lokasi SKALA memiliki 
kapasitas untuk menggunakan sistem-
sistem yang terintegrasi dan datanya 
dibagi-pakaikan

4.11
Pemprov/Pemda lokasi SKALA 
memiliki kapasitas penggunaan SIPD 
untuk menyusun perencanaan dan 
penganggaran

4.8
Pemerintah Pusat dan Pemprov/
Pemda lokasi SKALA memanfaatkan 
sistem pengelolaan data yang 
terintegrasi (telah dibagi-pakaikan)

4.12
Pemprov/Pemda lokasi SKALA telah 
memanfaatkan SIPD-RI untuk 

perencanaan dan penganggaran

2.3.1.7 

Input teknis 

integrasi SIPPP 
dengan SIPD-RI 
dan SIKD-Otsus

2.3.1.4 

Input teknis 

integrasi SIPD-RI 

dan SEPAKAT

2.3.1.8 

Input teknis integrasi 
dan pemanfaatan data 
(salah satunya) 

melalui SIPD-Hub

2.3.1.9 

Input teknis 
integrasi 

e-SPM dengan 
SIPD RI

2.1.6.1 

pengaturan 

data dan aplikasi 

SIPD terintegrasi 

dengan aplikasi 

SEPAKAT

1.2.3.2 

integrasi 

platform sistem 

pelaporan 6 

urusan SPM 
dalam 

SIPD-RI

2.1.3.5 

pengemb
an

gan fitur 

dashbo
ard 

analisis 

tematik 

SIPD 

2.1.2.3 

pengemb
angan 

prototype 
satu 

data 
pemerinta
han 

dalam 
negeri 

(PDN)

2.1.2.4 

pengemb
angan 

prototype 
sistem 

informasi 

eksekutif 
yang 

terintegr
asi 
dengan 
SDPDN 

2.1.3.6 

pemanfaa
tan data-
data 

sectoral 

terpilah 

(GEDSI) 

dalam 
SIPD 

2.1.6.3 

Skema 
Penggunaan 
SIPPP dan 
Pendampingan 
Daerah dalam 
Pemanfaatannya

5.3.2.1 

Terlatihnya pelatih aplikasi 
SIPD RI di tingkat provinsi

5.1.2.2

5.1.1.4 

Rekomendasi teknis tentang arsitektur dan peta 
rencana SPBE

5.4.1.1 

Input pengembangan mekanisme dan pedoman 

pengelolaan dan pemanfaatan portal satu data termasuk 

bagi pakai data sesuai kebutuhan perencanaan, 

penganggaran, dan pelayanan dasar bagi perempuan, 

penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan

5.3.1.3 

Rekomendasi teknis tentang grand design jaringan intra 
pemerintah daerah dan sistem penghubung layanan 
pemerintah

PA KU

5.3.1.2

Input teknis penyesuaian platform data daerah untuk 
integrasi dengan sistem data di pusat

KU AC 5.1.1.8

5.3.2.2 

Fasilitasi teknis 
pengembangan mekanisme 
pendampingan Pemprov/ 
Pemda dalam penggunaan 
SIPD-RI

Pengembangan 

dan uji coba 

integrasi SIKD 

dengan SIPD-RI, 

SEPAKAT dan 

sistem KL lain 

yang relevan 

Sasaran 

Antara

4.1
Pemerintah

pusat 
mengidentifikasi 
sistem-sistem 
pengelolaan data 
yang perlu untuk 

diintegrasikan

4.2
Pemerintah pusat 
menerbitkan 
kebijakan dan proses 
bisnis integrasi dan 
atau bagi pakai data 
antar sistem

4.5
Pemerintah pusat 

memiliki kapasitas 

pengelolaan 

sistem-sistem yang 

terintegrasi

4.9
Pemerintah pusat 

memiliki kapasitas 

pengelolaan SIPD-RI 
untuk menyusun 

perencanaan dan 
penganggaran 
daerah

4.6
Pemerintah pusat 

memfasilitasi 

Pemprov/Pemda 
lokasi 

SKALA tentang 

penggunaan sistem-

sistem yang 
terintegrasi

4.10
Pemerintah pusat 

memfasilitasi 

Pemprov/Pemda

 lokasi SKALA

terkait penggunaan 

SIPD-RI untuk 
perencanaan 

dan penganggaran

2.1.3.4 

rancangan 
tata kelola 
helpdesk 

termasuk 

dokumen 

pendukung 

operasionalis
asi (SOP) 
SIPD-RI

2.1.3.8 

rancangan 

modul 

pengoperas
ian 

SIPD-RI dalam 

rangka 

mendukung 

peningkatan 

kapasitas 

operator 
SIPD-RI

2.1.3.2 

Terlatihnya master trainer 

aplikasi SIPD RI di tingkat pusat

5.3.1.1 

rekomendasi teknis 

tentang skema integrasi 

aplikasi daerah dengana plikasi 

SEPAKAT 

2.3.1.1 

Input teknis 

penyusunan 
proses bisnis 
integrasi 
SEPAKAT dengan 

sistem KL 
lainnya, antara 
lain SIPD, SIKD, 
dan SIPPP

2.3.1.3 

Input teknis 
integrasi 

antar sistem 
pengelola data 

yang terkait 
dengan proses 
bisnis SIPD-RI

2.3.1.5 

Rekomendasi 
teknis 

kebijakan dan 
proses bisnis 
integrasi dan 
interoperabilitas 

data SIKD 
dengan sistem 
lainnya, terutama 
ntegrasi 

SIKD, SIPD-RI, 
dan SIPPP

2.3.2.2 

Input teknis 
penyiapan 

dokumentasi 
proses sebagai 
persiapan proses 
sertifikasi ISO 

terhadap SIPD-RI

2.3.2.1 

Input teknis 

penyusunan 
Norma, Standar, 
Prosedur, dan 
Kriteria (NSPK) 

terkait SIPD-RI

2.1.6.2 

Rekomendasi 

skema integrasi 
aplikasi 
SEPAKAT dalam 
aplikasi 
perencanaan 
penganggaran 
K/L (SIPD, SIKD, 
SISKEUDES)

2.1.3.1 

Rekomendasi 
rancangan modul 

penggunaan 
SIPD RI sebagai 
aplikasi 
perencanaan dan 

penganggaran 
untuk 

pemerintah 
daerah

1.1.2.3 

Rekomendasi rancangan 
PMK tentang platform 
digital sinergi kebijakan 
fiskal nasional (Revisi PMK 
74/216 jo. PMK 24/2020 
dan PMK 231/2020)

2.1.4.5 

Rekomendasi teknis 

tentang pemutakhiran SIKD 
untuk modul KEM PPKF 
Regional

2.1.4.9 

Rancangan Roadmap 
pengembangan SIKD Next 
Generation

2.1.4.10 

Laporan hasil uji coba 
integrasi aplikasi SIKD 

dengan Modul Teman Desa, 
Modul SIKD Otsus dan 
Modul  Verifikasi APBD

2.1.2.2 

Hasil analisis dan 
rekomendasi 
terkait rancangan 

pusat data untuk 
mendapatkan 
sertifikasi Tier 3

2.3.1.12 

pengemban
gan SIKD 

Otsus

2.3.1.13 

Input teknis 

pengemban
gan SIKD 
Teman Desa

2.1.5.4 

Rekomendasi 
teknis 

penyempurn
aan seluruh 
modul dalam 
aplikasi 
SEPAKAT 
(analisis, 
perencanaan 
&penganggar
an, monitoring 
& evaluasi, 
pelayanan)

2.1.5.3 

Rekomendasi 
teknis 
pengemban
gan aplikasi 
SEPAKAT 
yang 
mengakomo
dir data 
makro 
(Susenas, 
Sakernas, 
Podes, dll.) 
dan data 
mikro 
(Regsosek 
100%, data 
kontekstual 
daerah)

2.1.4.1 

MoU dan PKS 
terkait 

pertukaran dan 
pemanfaatan 

data keuangan 
desa berbasis 
elektronik

2.1.4.11 

pemutakhiran 

aplikasi SIKD 
Otsus

2.1.4.2 

Laporan evaluasi 

pelaksanaan 
integrasi data 
keuangan desa 
antara SISKEUDES 
dan SIKD Teman 

Desa di daerah

2.1.4.3 

revisi proses bisnis 

data keuangan 
desa 

berdasarkan hasil 
evaluasi 
pelaksanaan 
integrasi data 
keuangan desa di 
daerah

2.1.4.6 

Usulan daftar elemen 

dan standarisasi data 
yang digunakan dalam 

menganalisis stunting 
pada wilayah tertentu 
(level Desa)

2.1.4.7 

strategi 
penyusunan 

dan pelaporan 
data stunting 
termasuk kesiapan 
sumber 

daya di desa

2.1.4.8 

Laporan hasil 

pemetaan masalah 
terkait sumber 
daya aparatur 
desa 

dalam 
implementasi 

pengelolaan data 
keuangan desa 
berbasis elektronik

2.1.4.12 

Laporan hasil uji 

coba integrasi 
Aplikasi 

Monitoring 
Stunting dengan 
SIKD Teman Desa

2.3.1.14 

pemanfaatan 
LLM 

di SIKD 

2025-2026 2024-2025 2023-2024

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Sistem dan integrasi 
antar sistem dataTAP 4


